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Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2021 

Kata Pengantar  

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah 

melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan 

Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 Laporan 

tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan 

Peningkatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021. Meski selama Tahun 2020 terjadi Pandemi 

Covid-19, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap dapat memaksimalkan inovasi 

yang ada untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, 

diantaranya pelayanan kepada PNS melalui SINAGA berbasis Android yang dapat 

diunduh dengan mudah di Play Store, dan bagi masyarakat dapat memanfaatkan 

media sosial dan whatt App serta website dalam mencari dan meminta informasi. 

Dengan demikian ASN dan masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan 

pelayanan informasi publik dimana saja dan kapan saja walaupun di masa 

pembatasan sosial. Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini 

masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun memohon kritik dan saran 

demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan 

manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan 

Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan 

Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020. 
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Pendahuluan 

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, 

salah satu kewajiban Badan Publik terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 

2008 adalah wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. 

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 

KIP) sangat penting sebaga landasan hukum berkaitan dengan : 

1. hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; 

2. kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan 

informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah telah menunjuk Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Keputusan Kepala Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/01937 tanggal 1 Maret 

2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada 

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, 

  

 

Dikarenakan perubahan Pejabat, maka diterbitkan Keputusan Kepala Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 800/5777 tanggal 15 

Juli 2021 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2021. 
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PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, 

pendokumentasian, pelayanan dan pengamanan informasi publik. Dalam 

menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi. 

Guna mempercepat penanganan layanan informasi di lingkungan Badan 

Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, PPID menetapkan 7 (tujuh) SOP 

Layanan Informas Publik yang terdiri dari : (1) SOP Permohonan Informasi; (2) 

SOP Pengelolaan Keberatan; (3) SOP Penanganan Sengketa; (4) SOP 

Pendokumentasian Informasi Publik; (5) SOP Penyusunan Daftar Informasi 

Publik; (6) SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik; (7) SOP Pendokumentasian 

Informasi yang dikecualikan. 

 

Selain SOP, petugas layanan juga diberikan panduan berupa Daftar Informasi 

Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang di Kecualikan (DIK). DIP dan DIK bersifat 

dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan 

jangka waktu pengecualian dan/atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat 

penambahan atau pengurangan data. 
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Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021 

Sarana dan Prasarana 

Guna memperlancar pelayanan informas publik, PPID menyediakan ruang dan 

meja layanan Informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung 

layanan antara lain pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan dan 

pengunjung, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan 

informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut.  
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Disamping penyedia ruang dan meja layanan informasi, untuk mengakomodir 

kepentingan publik dalam mengakses layanan permohonan informasi, Badan 

Kepegawaian Daerah  Provinsi Jawa Tengah juga menyediakan akses layanan 

permohonan informasi PPID melalui e-mail bkd@jatengprov.go.id dan form 

online PPID yang tersedia di website https://bkd.jatengprov.go.id/ppid/. 

Pemohon informasi dapat dengan mudah mengakses layanan informasi secara 

online melalui website BKD (www.bkd.jatengprov.go.id) dan PPID, dalam 

melayani permohonan informasi dan pelayanan BKD Prov. Jateng lainnya, juga 

memanfaatkan medsos diantaranya WhattApps, SMS dan media sosial (Twitter, 

Facebook, Instagram, Youtube). 

Peralatan Pendukung 

1. Meja dan Kursi Front Desk sebanyak 5 buah  

2. 3 Unit PC yang terkoneksi dengan internet  

3. 2 Unit Printer 

4. 1 Unit Telepon dan Faximile  

5. 1 Unit Air Conditioner  

6. Buku Tamu & ID Card Visitor  
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Media Penyebaran Informasi Publik 

Selama tahun 2021, PPID Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah 

telah memutakhirkan konten informasi piblik pada website resmi PPID 

https://bkd.jatengprov.go.id/ppid/ sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9, 10, 

dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara 

berkala, serta merta dan yang wajib tersedia setiap saat.  

 

Web SKPD 

 

Web PPID 
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Media Sosial sebagai sarana Pelayanan Informasi 

Twitter 

 

Facebook 

 

Instagram 
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Media lain sebagai Sarana Pelayanan  
Website :bkd.jatengprov.go.id 
Email : bkd@Jatengprov.go.id 
Twitter : @bkdjatengprov 
Instagram : bkd prov jateng 
Facebook : bkd Prov. Jateng 
Youtube   : bkd Prov. Jateng 
Whatt Apps : 0811 2777 346 
 
Pelayanan Informasi Publik 

Selama Tahun 2021 Badan Kepegawaian Daerah hanya menerima 3 Permohonan 

Informasi dari masyarakat secara resmi melalui PPID Utama, rincian sebagai 

berikut: 
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Aduan/Pelayanan lewat Media Sosial 

 

 

Perkembangan Follower Twitter dan Instagram selama Tahun 2021 
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Laporan Aduan Twitter, Facebook, Instagram  

dan What App 2021 
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Pelayanan bagi PNS (khusus PNS Prov. Jateng) 

 

Dalam masa Pandemi Covid-19, BKD Provinsi Jawa Tengah telah 

mengembangkan Aplikasi berbasis Android dalam memberikan pelayanan kepada 

ASN, yaitu lewat Aplikasi Sinaga mobile yang dapat didownload via App play 

Store, sehingga memudahkan ASN dalam Pelayanan kepegawaian diantaranya 

adalah pelayanan Presensi, informasi Profil ASN, Informasi Pendapatan ASN, 

Penilaian Kinerja Pegawai (aplikasi dalam menilai antar PNS), Pelaporan Kinerja 

PNS, Pelayanan E-File, Pelayanan Mutasi, Pelayanan Cuti, Pelaporan PNS yang 

bermasalah, Informasi Profil ASN di Prov. Jateng serta informasi lainnya. 
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Kendala 

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Badan 

kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :  

1. Pemahaman UU KIP belum secara optimal merata di seluruh pegawai.  

2. Koordinator dan anggota PPID yang ditunjuk belum berkontribusi secara 

maksimal, sehingga data dan informasi belum tersedia secara lengkap di Desk 

Layanan Informasi dan Website.  

3. Petugas Desk Layanan Informasi belum maksimal dan belum mengerti 

tupoksinya.  

4. Tidak maksimalnya aplikasi online aduan masyarakat yang telah dibuat.  
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